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TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 
Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 
pada halaman berikut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be  
ت Ta  T  Te  
ث Sa  S  Es (dengan titik 
diatas) 
ج Jim  J  Je  
ح Ha  H  Ha (dengan titik 
dibawah) 
خ Kha Kh  Ka dan ha  
د Dal  D  De  
ذ Zals  Z  Zet (dengan titik 
diatas) 
ر Ra  R  Er  
ز Zai Z  Zet 
س Sin  S  Es  
ش Syin  Sy  Ye dan es  
ص Sad  S  Es (dengan titik 
dibawah) 
ض Dad  D  De (dengan titik 
dibawah) 
ط Ta  T Te (dengan titik 
dibawah) 
ظ Za  Z  Zet (dengan titik 
dibawah) 
ع „Ain  „__ Apostrof terbalik 
غ Gain  G  Ge  
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ؼ Fa  F  Ef  
ؽ Qof  Q  Qi  
ؾ Kaf  K  Ka  
ل Lam  L  El  
م Mim  M  Mim  
ن Nun  N  En  
و Wau  W  We  
ھ Ha  H  Ha  
ء Hamzah  __‟ Apostrof 
ي Ya Y Ye  
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 
 
 Contoh: 
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3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
 
Huruf dan harakat Nama Huruf dan tanda Nama 
 
Fattah dan alif 
atau ya  
a dan garis diatas 
 
Kasrah dan ya 
    
i dengan garis 
diatas 
   
Dammah dan ya 
  
u dengan garis 
diatas 
Contoh: 
    
 
4. Ta Marbūțah 
Transliterasi untuk Ta Marbūțah ada dua yaitu Ta Marbūțah yang hidup dan 
mendapat harakat  fathah, kasrah dan dammah tranlitersinya adalah [t]. 
Sedangkan Ta Marbūțah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbūțah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta 
Marbūțah itu di transliterasikan dengan [h].  
Contoh: 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 
Jika huruf ٌ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ḹ).  
Contoh : 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sandang kata ini 
transliterasi pedoman dalam  لا.(lam dan alif). Huruf ditransliterasi sesuai dengan 
bunyinya baik dikuti oleh huruf qamariyyah maupun syamsyiyyah. Contoh: 
 
               
  :   
  :  
 
 
 
 
 
9 
7.  Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah 
yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia 
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
 
 
8.  Huruf Kapital  
Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf 
kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau 
bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Contoh: 
Wa mᾱ Muhammadun illᾱ rasūl 
Syahru ramadᾱn al-lazi unzila fihi al-Qur‟ᾱn 
Naṣir al-Din al-Țusi 
Al-gazᾱli 
Al-Munqiz min al-Ḍalᾱl 
 
9. Penulisan Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 
yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 
sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur‟an, Sunah, khusus dan 
umum.  Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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ABSTRAK 
 
 
Anggita Kurnia, (11621200521): “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan 
Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 
1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr Tentang 
Pembatalan Perkawinan. 
 
Sudah menjadi kodrat Tuhan bahwa manusia yang berlainan jenis kelamin, 
yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling 
mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan 
yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Dalam melangsungkan perkawinan 
haruslah memenuhi syarat maupun rukun di dalam perkawinan. Syarat maupun 
rukun perkawinan yang sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya 
tidak tertutup kemungkinan perkawinannya batal atau dibatalkan.  
Perkawinan merupakan bentuk perikatan jangka panjang yang 
menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkiat, maka seharusnya 
lebih diperhatikan syarat-syarat maupun rukun perkawinan, sehingga dikemudian 
hari tidak terjadi apa yang tidak di inginkan, sebagaimana dalam Putusan Hakim 
Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 1100/Pdt. G/2017/PA, tentang 
pembatalan perkawinan, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembatalan 
perkawinan ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana 
Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A. 2. Bagaimana 
Pertimabangan Hukum Hakim Pengadilan Agama pekanbaru klas 1 A dan 3. 
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama 
Pekanbaru Klas 1 A No. 1100/Pdt. G/2017/PA. Pbr. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di 
perpustakaan (library reseach). Data yang digunakan adalah data primer yaitu 
data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim No. 1100/Pdt. G/2017/PA. 
Pbr. dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan-peraturan, dan  yang ada kaitannya dengan permasalahan 
yang diteliti. 
Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertimbangan hukum hakim 
Pengadilana Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara No. 1100/Pdt. 
G/2017/PA. Pbr. tentang pembatalan perkawinan, karena tidak memenuhi syarat 
untuk melakukan perkawinan, berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 (a). dan jika ditinjau berdasarkan 
hukum islam putusan ini sangat berkaitan dengan kemaslahatan  dalam bernegara 
di Indonesia. 
   
Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan merupakan suatu yang 
sacral yang begitu melembaga bagi Negara Indonesia yang pluralis baik dari 
segi budaya, adat maupun agama. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (UUP), yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Keetuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan 
dari pasangan suami istri tersebut.
2
 Disamping defenisi yang diberikan oleh 
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia memberikan defenisi lain yang tidak mengurangi arti-arti 
defenisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan 
sebagai berikut “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu 
akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalizan) untuk mentaatti perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ungkapan akad yang sangat kuat 
atau mitsaqan ghalizan merupakan ungkapan dari penjelasan “ikatan lahir 
                                                             
1
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. 
Ke-1, hlm. 7 
 
2
 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), cet. 
Ke-7, hlm. 15 
1 
 
 
2 
batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad 
perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.
3
 
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang perkawinan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 
hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami (asasa monogamy). Pada realitanya sebagian laki-
laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam Islam 
memiliki istri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, 
bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat 
tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki 
menikahi perempuan adalah sebanyak empat orang dan  laki-laki itu dapat 
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, menyangkut masalah 
lahiriyah dan batiniyah. Dan harus melalui izin pengadilan.
4
 
Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam 
mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah : 
1. Adanya alasan untuk berpoligami: 
a. Istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya seorang 
istri. 
b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan. 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
2. Adanya persetujuan istri. 
                                                             
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-3, hlm. 40 
 
4
 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan 1, 
(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), cet. Ke-1, hlm. 15 
 
 
3 
3. Adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anaknya. 
4. Adanya jaminan bahwa suami akan atau mampu berlaku adil diantara istri-
istrinya.
5
 
Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebuah perkawinan yang 
akan berlangsung atau yang telah berlangsung dapat dibatalkan oleh pihak-
pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah 
UUP. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 UUP dimana disebutkan, 
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat 
untuk melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan Pasal 22 UUP tersebut 
diatas maka dapat dikatakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi 
syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dibidang hukum perkawinan maka perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Agama 
bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
6
 
Di dalam ketentuan Pasal 23 UUP dinyatakan bahwa yang dapat 
mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri 
2. Suami atau istri 
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan  
                                                             
5
 Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), dan 
Pasal 5 ayat (1). 
 
6
 Wahyono Darmabrahta dan Surini Ahlan Sjahrif, Hukum Perkawinan  dan Kelaurga di 
Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), cet. Ke-2, hlm.22 
 
 
4 
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 6 ayat (2) UUP dan setiap orang yang 
mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan 
tesebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
7
 
Pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi di masyarakat, 
banyak dilakukan secara menyimpang, seperti suami melakukan poligami 
pada saat keadaan istri terlihat normal dan dapat melakukan kewajibannya 
dengan baik sebagai istri. Praktek poligami tersebut dilakukan secara diam-
diam tanpa persetujuan dari pengadilan dan istri. Dalam prakteknya seorang 
laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk melakukan perkawinan, berarti 
mereka telah berjanji akan taat pada peraturan yang berlaku dalam 
perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan itu berakhir.
8
 Akibat 
dari perkawinan poligami diatas karena kurangnya syarat serta rukun dalam 
perkawinan dapat menyebabkan batalnya perkawinan. 
Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang 
telah terkait perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuai 
mendapat izin dari Pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan 
dilakukan tanpa izin dari Pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan 
identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar 
hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak 
                                                             
7
 Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23 
 
8
 Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberti, 1996), cet. Ke-2, hlm.10 
 
 
5 
keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak 
terpenuhi.
9
 
Meskipun pada prinsipnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan berasaskan monogamy, akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 Tentang  perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres 
No.1 Tahun 1991) sebenarnya menganut kebolehan Poligami walaupun 
terbatas hanya sampai empat orang istri saja. Kebolehan berpoligami tersebut 
memang tidaklah terlepas dari berbagai persyaratan. Persyaratan-persyaratan 
seseorang dapat berpoligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
memanglah sangat berat, sehingga menyebabkan orang-orang sering kali 
mengambil jalan pintas dengan melanggar peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. Banyak cara yang dilakukan seseorang agar dapat berpoligami, 
salah satunya yaitu dengan cara memalsukan identitas dirinya. 
Apabila persyaratan-persyaratan bagi seorang suami untuk beristri 
lebih dari seorang tidak terpenuhi, maka perkawinan yang baru dapat 
diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, ditempat 
suami atau istri. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan (Pasal 24) yaitu bahwa diantara sebab-sebab 
dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang 
masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa izin dan 
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sepengetahuan pihak lainnya. Pemikiran tersebut juga terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) “bahwasanya perkawinan dapat 
dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 
Agama (Pasal 71).
10
 Alasan tersebut dapat menjadikan sebuah landasan 
hukum untuk melakukan tindakan hukum yang berupa permohonan 
pembatalan perkawinan oleh istri yang mengetahui suami nya telah menikah 
dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin darinya pada Pengadilan 
Agama yang berwenang. 
Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan Pengadilan yang 
diwajibkan mealui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan 
tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak 
terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya 
ketentuan yang mengahramkan perkawinan tersebut.
11
 
Di Pengadilan Agama Pekanbaru, terdapat sebuah kasus tentang 
pembatalan perkawinan poligami, yaitu terdapat dalam putusan No. 
1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dimana seorang pria melakukan perkawinan 
dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama 
maupun izin pengadilan. Dalam perkara ini pemohon pembatalan perkawinan 
yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke 
Pengadilan Agama Pekanbaru. Permohonan pembatalan perkawinan ini 
diajukan untuk membatalkan perkawinan suami (termohon 1) dengan istri 
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kedua (termohon 2) yang tercatat di KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota 
Pekanbaru Riau. Identitas suami (termohon 1) yang tercatat di KUA 
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau adalah data palsu, di data 
tersebut suami (termohon 1) mengaku masih bujangan sedangkan sebelumnya 
sudah pernah menikah dan telah memiliki dua orang anak terbukti dengan 
adanya akta nikah.  
Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya perkara pembatalan 
perkawinan poligami karena suami tidak izin dan memalsukan identitas 
penulis menganggap menarik utnuk diteliti lebih lanjut bagaimana perspektif 
hukum Islam dan maqashid syari‟ah dari pembatalan perkawinan yang 
ditetapkan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan 
Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017PA.Pbr Tentang Pembatalan 
Perkawinan” 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak 
menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis 
membatasi pembahasan penelitian ini pada Putusan perkara Pembatalan 
Perkawinan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr. 
 
C. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan masalah diatas dan untuk memudahkan penulis 
dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 
1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama 
Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan ? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan 
Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang pembatalan 
perkawinan ? 
 
D. Tujuan Dana Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini antara lain: 
a. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 
1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan. 
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan 
Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang 
Pembatalan Perkawinan. 
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim 
Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr tentang 
pembatalan perkawinan. 
2. Manfaat Penulisan  
Manfaat penulisan antara lain : 
a. Sebagai penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
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b. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk menambah khazanah 
pengetahuan mengenai pertimbangan hakim tentang pembatalan 
perkawinan . 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 
penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang 
membacanya. 
 
E. Studi Review Terdahulu 
No. 
Nama Penulis/ 
Judul/ Tahun 
Substansi Pembeda 
1.  Atia Fani Rifqoh/ 
Tinjauan Hukum 
Islam dan Hukum 
Positif Terhadap 
Pembatalan 
Perkawinan Karena 
Pemalsuan Identitas 
dan Akibat hukumnya 
(Studi terhadap 
putusan Pengadilan 
Agama Yogyakarta 
Nomor 
158/Pdt.G/2010/PA.Y
K) Fakultas Syariah 
dan Hukum 2013. 
Skripsi ini 
menjelaskan tentang 
bagaimana akibat 
hukum yang 
ditimbulkan dari 
pembatalan 
perkawinan karena 
pemalsuan identitas 
di Pengadilan 
Agama Yogyakarta. 
 
Dalam skripsi ini yang 
penulis bahas lebih 
mengarah kepada 
tinjauan mashlahah 
terhadap putusan hakim 
Pengadilan Agama 
Pekanbaru terhadap 
pembatalan perkawinan 
No. 
1100/Pdt.G/2017/PA.P
br 
 
2.  Arud Badrudin/ 
Pembatalan 
perkawinan karena 
poligami liar (Analisa 
Yurisprudensi Perkara 
No. 
416/Pdt.G/1995/PA.S
umedang) Fakultas 
Syariah dan Hukum 
2010. 
 
Skripsi ini 
menjelaskan tentang 
argumentasi hakim 
dalam menetapkan 
hukum pembatalan 
perkawinan akibat 
poligami liar serta 
mengetahui pihak 
mana yang dirugikan 
atau diuntungkan 
dalam pembatalan 
perkawinan. 
Dalam skripsi ini yang 
penulis bahas lebih 
mengarah kepada 
pembatalan perkawinan 
akibat tidak izin dari 
istri pertama dan izin 
pengadilan dan 
bagaimana tinjauan 
mashlahah dari 
pembatalan perkawinan 
tersebut. 
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F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau system untuk mengerjakan 
sesuatu secara sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajatri proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan 
yang tepat dalam suatu penelitian.
12
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara 
mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada 
relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini 
disebut dengan penelitian hukum normative, yaitu metode penelitian 
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data 
primer dan sekunder saja.
13
 
2. Objek Penelitian  
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 
penggugat, tergugat dan hakim yang memutuskan perkara. Sedangkan 
objek yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah putusan hakim 
Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr 
3. Sumber Data 
Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka 
data primer tidak dipakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana 
data sekunder diperoleh dari: 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer pada kajian ini adalah salinan putusan 
Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr. 
b. Bahan hukum sekunder 
Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah 
seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, atau pendapat pakar 
hukum. Diantaranya adalah :  Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 
Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya 
Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fiqih lainnya. 
c. Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 
jurnal-jurnal yang terkait. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan 
metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara 
mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku dan sebagainya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Metode Analisis Data 
Metode  yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode 
kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan 
analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, 
 
 
12 
selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang 
utuh terhadap masalah yang akan diteliti.   
Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis. Proses analisi dimulai dengan menelaah seluruh data 
yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan 
data-data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan redaksi data 
yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih 
hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data 
yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan. 
6. Metode Penulisan Data 
Untuk mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul, 
maka penulis menggunakan beberapa metode : 
a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 
menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil 
kesimpulan secara khusus.
14
 
b. Metode Induktif adalah mengemukakan data-data yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah 
khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya yang bersifat 
umum. 
c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 
secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya 
sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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7. Sistematika Penulisan 
Untuk lebih serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 
dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis 
uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya 
saling berhubungan, begitu pula dengan sub-sub bab nya. 
BAB I :  Pendahuluan 
  Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, 
metode penelitian, dan sistematikan penulisan. 
BAB II :  Gambaran umum tentang Pengadilan Agama dan Hakim 
  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kewenangan 
Pengadilan Agama, kewenangan Hakim,  
  pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, syarat 
menjadi Hakim dan Hakim dalam Islam. 
BAB III  :  Tinjauan Teoritis  
  Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan teoritis 
tentang pernikahan, poligami dan pembatalan perkawinan 
yang meliputi tentang pengertian, sebab-sebab terjadinya 
pembatalan perkawinan menurut perspektif hukum fiqih, 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). 
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BAB IV :  Hasil Penelitian 
  Bab ini penulis akan membahas hasil penelitian penulis 
terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 
pertimbangan hakim  Pengadilan Agama Pekanbaru dan 
tinjauan hukum Islam terhadap perkara pembatalan 
perkawinan No. 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr di Pengadilan 
Agama Pekanbaru 
BAB V :  PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan pada bab-bab sebelumnya yang 
diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran 
yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM 
 
A. Kewenangan Pengadilan Agama 
Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang 
beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Pengertian Peradilan 
Agama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama 
pasal 2. Jelas bahwa peradilan Agama disini mengurusi perkara-perkara 
masyarakat muslim dengan berdasar Undang-Undang yang berlaku dan 
syariah Islam.  
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan 
oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota 
Kabupaten dan daerha hukumnya dan merupakan Pengadilan tingkat pertama 
dalam kekuasaan kehakimannya. Serta Pengadilan Tinggi Agama yang 
berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya, dan merupakan 
Pengadilan Tingkat Banding.
15
 
Dalam setiap peradilan memiliki kekuasaan dan kewenangannya 
sendiri, termasuk pula peradilan agama yang pada hakikatnya peradilan 
khusus bagi orang-orang Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. 
Dimana perkara-perkara tertentu tersebut masuk ke dalam kewenangan pada 
peradilan agama. Yang dimaksud dengan kekuasaan dan kewenangan 
Pengadilan Agama disini adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan 
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perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan 
hukum Islam. Kewenangan tersebut adalah kewenangan relatif dan 
kewenangan absolut yang merupakan kewenangan wilayah hukum antar 
peangandilan agama serta kewenangan jenis perkara.
16
 
1. Kewenangan relatif  
Yang dimaksud dengan kewenangan relatif (relative competentie) 
adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam 
lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan 
dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan 
Peradilan Agama.
17
 
a. Kewenangan relatif perkara gugatan  
Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang 
wilayah hukumnya meliputi:
18
 
1) Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya 
meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui 
tempat kediaman nya maka pengadilan di mana tergugat bertempat 
tingggal. 
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2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan 
kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah 
satu kediaman tempat tinggal penggugat. 
3) Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak diketahui atau 
tempat tinggalnya tidak dietahui atau jika tergugat tidak dikenal 
(tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang 
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. 
4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat 
diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak 
benda tidak bergerak. 
5) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, 
gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. 
b. Kewenangan relatif perkara permohonan 
Dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai 
kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam UU No 7 
Tahun 1989, sebagai berikut:
19
 
1) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang 
wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (Pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 
2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri 
yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki 
dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang 
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bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumya 
meliputi kediaman pemohon. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974). 
3) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan 
Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan 
perkawinan (Pasal 17 ayat 91) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974). 
4) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan 
Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya 
pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. (Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974).  
c. Pengecualian kewenangan relatif terhadap perkara gugatan 
Kewenangan relatif perkara gugatan pada Pengadilan Agama 
terdapat beberapa pengecualian, sebagai berikut:
20
 
1) Permohonan cerai talak 
Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, 
dan memutuskan perkara permohonan diatur dalam Pasal 66 ayat 
(22) UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut: 
a) Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak 
maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama 
yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon. 
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b) Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke 
Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman 
suami/pemohon apabila istri secara sengaja meninggalkan tempat 
tinggal kediaman tanpa izin suami. 
c) Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka 
yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi 
kediaman suami/pemohon. 
d) Apabila keduanya (suami istri) bertempat tinggal di luar negeri, 
yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat. 
2. Kewenangan Absolut 
Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk 
mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-
orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi 
untuk melakukan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
21
 
Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama 
itulah yang disebut dengan kometensi absolut atau kewenangan absolut 
atau kekuasaan absolut. Kewenangan absolut (absolute cometentie) adalah 
kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa 
kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan 
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Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata 
tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang 
beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
22
 
Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan 
kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Dalam 
Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 
memeriksa, memustuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 
kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, 
serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadiilan Tinggi Agama bertugas 
dan berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan 
tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelasaikan 
sengketa yuridiksi antara Pengadilan Agama.
23
 
Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan 
Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: 
a. Izin beristri lebih dari seorang [Pasal 3 ayat (2)]; 
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b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 
tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)]; 
c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)]; 
d. Pencegahan perkawinan [Pasal 7 ayat (1)]; 
e. Penolakan perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat (30)]; 
f. Pembatalan perkawinan [Pasal 22]; 
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri [Pasal 34 ayat (3)]; 
h. Perceraian karena talak (Pasal 39); 
i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1); 
j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37); 
k. Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47); 
l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b); 
m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 
sub c); 
n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (1)]; 
o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)]; 
p. Penunjukkan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)]; 
q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam 
hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
24
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r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada 
penunjukkan wali oleh orang tuanya. 
s. Pembebeanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah 
kekuasaannya (Pasal 54); 
t. Penetapan asal-usul anak [Pasal ayat (2)] dan penetapan pengangkatan 
anak berdasarkan hukum Islam; 
u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)]; 
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan 
menurut peraturan yang lain (Pasal 64).
25
 
Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan 
Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: 
1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 
2) Penentuan mengenai harta peninggalan; 
3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris; 
4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan 
pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang 
menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. 
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Dalam penjelasan umum Undang-Undang ini dijelaskan bilamana 
pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya 
dilaksanakan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan bahwa 
kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 
keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, 
yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. 
Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan 
wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian 
harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang Bergama Islam 
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
26
 
Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang Ekonomi Syariah 
meliputi sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut: 
a. Bank syariah; 
b. Lembaga keuangan mikro syariah; 
c. Asuransi syariah; 
d. Reasuransi syariah; 
e. Reksa dana syariah; 
f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; 
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g. Sekuritas syariah; 
h. Pembiayaan syariah; 
i. Pegadaian syariah; 
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan; 
k. Bsinis syariah.27 
Mengenai perkara Ekonomi Syariah ini merupakan Revisi Undang-
Undang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i) Revisi UUPA menyatakan bahwa 
PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara 
dalam bidang ekonomi syariah.
28
 
 
B. Kewenangan Hakim 
Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang 
diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada 
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan 
pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.”29 
Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti 
tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya 
putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk 
mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam 
menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat.  
Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi 
hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan 
hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.  
Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan 
kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum 
dan keadilan diselengarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan 
peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus 
perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan 
memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara 
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Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.
30
 Itu berarti 
dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus 
menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang 
ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan 
dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia 
dizaman postmodern. 
Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang 
merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada 
masyarakat disitu ada hukum (ubi societas ibi ius).
31
 
 
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 
Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 
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paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 
untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu 
benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 
Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.  
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 
memuat tentang hal-hal sebagai berikut:  
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 
disangkal.  
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 
menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
32
 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 
kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 
hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 
Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana 
hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi 
tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 
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Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 
1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 
tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 
kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 
dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 
Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia.
33
  
Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 
memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.Istilah 
tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 
putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 
tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya 
perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 
menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.34 
Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu 
kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat”. 
Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum 
“mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi 
norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. 
Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim 
dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat 
“Konsep-konsep keadilan yang telah baku” Dalam konsep ini keadilan 
merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam 
hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.
35
 
Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai 
berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak 
memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral 
(equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata 
bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang 
perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam 
setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu 
berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan 
dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus 
dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji 
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kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil 
oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, 
pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai 
pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum 
sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu 
kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.
36
 
Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi 
para hakim di dunia sebagaimana tercantum dalam The Bangalore Principle, 
yakni:
37
 
1. Independensi 
Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan 
keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum. 
2. Ketidakberpihakan  
Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat 
fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan 
terhadap setiap perkara yang yang diajukan kepadanya.  
3. Integritas  
Integritas Hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan 
keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan 
sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.  
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4. Kepantasan dan kesopanan 
Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi 
dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap 
hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam 
menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, 
kewibawaan dan kepercayaan. 
5. Kesetaraan 
Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama 
terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab 
tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan 
agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi 
fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-
alasan yang serupa. 
6. Kecakapan dan keseksamaan 
Kecakapan dan keseksamaan Hakim merupakan prasyarat penting 
dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan 
tercermin dalam kemampuan professional hakim yang diperoleh dari 
pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. 
Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang 
menggambarkan kecermatan, keati-hatian, ketelitian, ketekunan dan 
kesungguhan dalam pelaksanaan tugas professional Hakim.
38
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D. Syarat-syarat Menjadi Hakim 
Di Indonesia untuk dapat diangkat menjadi hkim di Pengadilan dalam 
lingkungan Badan Peradilan Agama ini ada beberapa syarat yang diatur pada 
beberapa undang-undang yaitu: menurut UU Nomor 7 Tahun 1989, kemudian 
UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama UU Nomor 7 Tahun 
1989, dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 
Tahun 1989. 
Syarat menjadi Hakim PA (Pasal 13 ayat (1) bab II UU No. 50 Tahun 
2009)
39
 
1. Warga Negara Indonesia 
2. Bergama Islam 
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
4. Setia kepada Pancasila dan UUD Negara RI 1945 
5. Sarjana Syariah, sarjana Hukum Islam atau sarjana Hukum yang 
mengetahui Hukum Islam 
6. Lulus Pendidikan Hakim 
7. Mampus secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan 
kewajiban 
8. Berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela 
9. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun 
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10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
 
E. Hakim dalam Islam 
Adapun salah satu adab sebagai seorang hakim dalam islam adalah 
mampu bersikap adil. Al-Qur‟an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa 
jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian 
merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan 
daripada kebenaran, mendahulukan kealiman daripada keadilan.
40
 Firman 
Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 8:41 
                       
                         
          
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
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BAB III 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Nikah menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya 
kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang 
artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna 
menyetubuhi istri. Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga 
dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa 
arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il 
madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan 
dlaam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga 
dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
42
 
Adapun menurut syarak, nikah adalah akad serah terima antara 
laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 
lainnnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 
serta untuk membentuk sebuah masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih 
berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di 
dalamnya mengandung kata “inkah” atau “tazwij”. Hal ini sesuai dengan 
ungkapan yang dirtulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang 
memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut: 
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 اَُوه َانْعَه َْوأ ِجِوْشَّحلا َِوأ ِحاَكِّنلا ِظَْفِلب ٍئْطَو َةَحَاِبإ ُن َّوََضَحي ُدْقَع 
Artinya:  “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 
kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna 
dengan keduanya”.43 
 Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Bab 1 Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”.44 Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang 
secara keseluruhan aspkenya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan 
merupakan ucapan seremonial yang sakral. 
 Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), 
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”.45 
2. Dasar Hukum Pernikahan 
a. Al-Quran 
QS. Ar-Rum ayat 21:
46
 
                   
                        
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir.”(QS. Ar-Rum:21) 
 
QS. An-Nur ayat 32:
47
 
                    
                         
 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya.”(QS. An-
Nur:32). 
 
QS. An-Nahl ayat 72:
48
 
                    
                          
      
 
Artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-
istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri 
kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, 
dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” (QS. 
An-Nahl:72) 
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b. Hadist  
 َّفِإ ِنَمْحَّرلا ِدْبَع َاَبأ َاي :َؿاَقَػف ،ىًنِِمب ُفاَمْثُع ُهَيِقَلَػف ،ِهَّللا ِدْبَع َعَم ُتْنُك :َؿاَق ،َةَمَقْلَع ْنَع  يِل
 ُرَِّكذُت ،اًرْكِب َكَجِّوَزُػن ْفَأ يِف ِنَمْحَّرلا ِدْبَع َاَبأ َاي َكَل ْلَه :ُفاَمْثُع َؿاَقَػف ،اَوَلَخَف ًةَجاَح َكَْيلِإ  اَم َؾ
 ُةَمَقْلَع َاي :َؿاَقَػف ،َّيَلِإ َراَشَأ اَذَه ىَلِإ ٌةَجاَح ُهَل َسْيَل ْفَأ ِهَّللا ُدْبَع ىََأر اَّمَلَػف ؟ُدَهْعَػت َتْنُك ،
 َّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّيِبَّنلا اََنل َؿَاق ْدَقَل ،َكِلَذ َتْلُػق ْنَِئل اَمَأ :ُؿوُقَػي َوُهَو ِهَْيلِإ ُتْيَهَػتْػناَف :َمَ« َاي
 َف ِـْوَّصلِاب ِهْيَلَعَػف ْعِطَتْسَي ْمََل ْنَمَو ،ْجَّوَزَػتَيْلَػف َةَءاَبلا ُمَُكْنِم َعَاطَتْسا ِنَم ِباَبَّشلا َرَشْعَم َُهل ُهَّنِإ
 ٌءاَجِو» 
 
Artinya:  Dari Alqamah, dia berkata: Aku berada bersama Abdullah, 
lalu beliau ditemui Ustman di Mina dan beliau berkata, 
“Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki 
kepentingan denganmu. “Maka keduanya pun menyingkir 
ke tempat sepi. Ustman berkata, “Apakah engkau mau 
wahai Abdurrahman kami nikahkan dengan gadis yang 
dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu 
dahulu?” Ketika Abdullah melihat taka da kebutuhannya 
terhadap hal ini maka beliau mengisyaratkan kepadaku 
seraya berkata, “Wahai Alaqamah.” Aku sampai padanya 
dan dia berkata, “Ketahuilah, sekiranya engkau 
mengatakan itu; benar-benar kami pernah bersama Nabi 
SAW dan saat itu kami masih muda, kami tidak memiliki 
sesuatu. Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, “Wahai 
sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang 
memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaknya ia 
menikah. [Maka sesungguhnya ia dapat menundukkan 
pandangan dan menjaga farji] Dan siapa yang tidak 
sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena 
sesungguhnya puasa itu adalah benteng”(HR. Bukhari).49 
 
3. Hukum Pernikahan 
Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 
kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan 
dengan akibat perkawinan tersebut. 
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Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, 
karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala 
sesuatu kebanyakan terdiri dari duaa pasangan. Misalnya air yang kita 
minum (terdiri dari oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan 
negtifnya dan sebagainya.
50
 
Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah 
mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam 
Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: 
1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat 
wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling 
utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama 
adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat 
menghilagkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan 
kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib 
dikerjakan. 
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar‟i kepaada hamba-Nya demi 
untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di 
bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke 
bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang 
ringan yang mendekati maslahat mubah. 
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3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 
kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam 
Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. 
Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar 
kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak 
berpahala.”51 
Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat 
taklif perintah (thalabul fi‟li), taklif takhyir, dan taklif larangan (thalabul 
kaff). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak 
kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat 
larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif 
yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu 
lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada 
masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan 
tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam 
perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan atau mencium 
wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuaatn 
haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, 
namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) 
menurut keadaan:
52
 
1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 
akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah 
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mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari 
perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali 
dengan nikah. 
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi oraang yang tahu bahwa dirinya 
tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan 
kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 
kewajiban batin seperti mencampuri istri. 
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah 
mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 
haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada 
membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 
dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum 
wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
53
 
Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar 
perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa mejadi wajib, haram, 
sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. 
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 
“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu‟ dan 
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takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ 
perempuan dalam perkawinan.
54
 
“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau, 
menurut Islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama 
Islam. Sedangkan “Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi 
rukun dan syarat”. 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:
55
 
a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.   
c. Adanya dua orang saksi.  
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki.
56
  
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah yang 
bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon 
mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. 
a). Syarat-syarat Suami: 
1. Bukan mahram dari calon istri 
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri, 
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3. Orangnya tertentu, jelas orangnya; 
4. Tidak sedang ihram.57 
b). Syarat-syarat Istri: 
1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 
tidak sedang dalam iddah. 
2. Merdeka, atas kemauan sendiri; 
3. Jelas orangnya, dan 
4. Sedang tidak berihram. 
c). Syarat-syarat Wali 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Waras akalnya; 
4. Tidak dipaksa; 
5. Adil, dan 
6. Tidak sedang ihram. 
d). Syarat-syarat Saksi 
1. Laki-laki; 
2. Baligh; 
3. Waras akalnya; 
4. Adil; 
5. Dapat mendengar dan melihat; 
6. Bebas, tidak dipaksa; 
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7. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan 
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.58 
e). Syarat-syarat Ijab dan Kabul: 
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 
tersebut. 
4. Antara ijab dan qabul bersambungan. 
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji 
atau umrah. 
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang 
yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita 
dan dua orang saksi.
59
 
Rukum dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib 
dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan 
tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah: 
“Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, 
sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan 
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hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.60 
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: 
(a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) 
ijab dan Kabul.
61
 
Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan 
dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:
62
 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal duania atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 
masih hidup dan dalam dapat keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
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mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 
atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan  
Ada beberapa tujuan dari diisyaratkannya perkawinan atas umat 
Islam. Di antaranya adalah:
63
 
a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi 
yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat QS. An-Nisa‟ ayat 1: 
                   
                          
                  
Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang 
menjadikan diri kamu dari diri yang satu dari padanya Allah 
menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan 
anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.” 
 
Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau 
garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang 
diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia 
hawa nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari 
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pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk 
memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat 
tersebut adalah melalui lembaga perkawinan. 
b. Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa 
kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin 
kelangsungan umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar 
perkawinan, namun dalam mendapatkan dalam ketenangan hidup 
bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur 
perkawinan.
64
 
Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam 
perkawinan itu adalah  menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal 
yang tidak diizinkan syara‟ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh 
pada kerusakan seksual. 
Rahmat hakim memaparkan bahwa hikmah perkawinan adalah 
sebagai berikut: 
1. Menyambung silaturahmi 
2. Mengendalikan nafsu yang liar 
3. Menghindari diri dari perzinaan 
4. Estafeta amal manusia 
5. Estetika kehidupan 
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia 
7. Menjaga kemurnian nasab. 
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Rahmat hakim menegaskan bahwa pernikahan yang sah 
merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi 
yang akan melanjutkan estafeta  pembangunan bangsa adalah generasi 
yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari 
upaya melakukan salah satu maqashid syariah, yaitu memelihara 
keturunan atau hifzh al-nasl, dan memelihara keturunan yang legal dan 
formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara 
akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan 
melaksanakan empat tujuan Islam tersebut, generasi yang dilahirkan 
adalah generasi rabbani.
65
 
 
B. Poligami  
1. Pengertian Poligami 
Kata-kata “Poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara 
etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu 
artinya beristri banyak. Secara terminology, poligami yaitu “seorang laki-
laki mempunyai istri lebih dari satu”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih 
dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.66 
Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah system 
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa 
lawan jenis di waktu yang bersamaan. Para ahli memebedakan istilah 
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istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri 
dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti banyak dan 
gune berarti perempua. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai 
lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus 
yang berarti banyak dan Andros berarti laki-laki. 
Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri 
lebih dari seorang dalam waktu bersamaan adalah poligini bukan poligami. 
Meski demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan 
poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan dalam waktu bersamaan. Yang dimaksud dengan poligini itu 
menurut masyarakat umum adalah poligami.
67
 
2. Poligami dalam UU Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 Tentang 
Peraturan Pelaksana UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) 
a. UU Perkawinan Menganut Asas Monogami 
Pada prinsipnya dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, menganut asas monogamy seperti yang terdapat dalam 
Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai 
seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 
suami. Namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam 
keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di 
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dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-
pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.
68
  
b. Alasan Poligami 
Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam Pasal 4 UU 
Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 4 
(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya. 
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan 
izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.69  
Alasan poligami tersebut diatas juga diatur dalam Bab IX 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 57. Berkenaan 
dengan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang 
dijelaskan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri 
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tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri 
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
(menurut dokter). Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.
70
 
Berdasarkan pasal diatas, UU Perkawinan membolehkan 
poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas bahwa asas 
yang dianut oleh UU Perkawinan sebenarnya bukan asas monogamy 
mutlak melainkan disebut menogami terbuka atau monogamy yang 
tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum 
darurat (emergency), atau dalam keadaan yang luar biasa 
(extraordinary circumstance). Disamping itu, lembaga poligami tidak 
semata-mata kewenangan penuh suami tetap atas dasar izin dari hakim 
(pengadilan).
71
  
Apabila diperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, adalah 
mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk 
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan 
kompilasi, yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
72
 
c. Syarat-Syarat Poligami 
Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat 
dibawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: 
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1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka 
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab 
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
73
 
Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 
adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang 
artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan 
poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana 
seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan 
poligami.
74 
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Demikianlah syarat-syarat diperbolehkannya melakukan 
poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi 
persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami 
berikut ini. 
d. Prosedur  Poligami 
Prosedur poligami menurut ketentuan PP No.9 Tahun 1975 
sebagai berikut: 
1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. 
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin 
lagi. 
b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan 
maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan 
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang 
pengadilan. 
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan 
memperlihatkan: 
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 
2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau 
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. 
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d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 
untuk itu. 
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan 
memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari 
seorang. 
4. Pegawai pencatat dilarang untuk melaksanakan pencatatan 
perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
sebelum adanya izin pengadilan.
75
 
 
C. Pembatalan Perkawinan 
1. Pembatalan Perkawinan Perspektif Fiqih 
Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu 
amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah 
ditetapkan oleh syarak. Itu, dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi 
secara umum, batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya 
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh 
agama.” 
Batalnya perkawinan dalam fiqih disebut dengan fasakh. Fasakh 
artinya putus atau batal. Yang dimaksud dengan memfasakh akad adalah 
memutuskan atau membatalkan hubungan antara suami dan istri. Fasakh 
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bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung 
akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan 
membatalkan kelangsungan perkawinan.
76
 
Pengertain fasakh menurut Sayyid Sabiq adalah membatalkan akad 
nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri. Fasakh 
terjadi apabil ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang 
mencegah berlangsungnya hubungan suami-istri.
77
 Fasakh karena tidak 
syara-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah apabila: 
a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu ternyata punya hubungan 
nasab atau persusuan. 
b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi 
setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan. 
c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata 
ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan 
perkawinan. 
Adapun fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad 
diantaranya: 
a. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam. 
b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan 
hubungan suami istri. 
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c. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu 
pulihnya kehidupan ekonomi si suami.
78
 
Putus perkawinan disebabkan fasakh, berbeda dengan talak, yang 
berlangsung hanyalah talak ba‟in sughra, dalam arti suami tidak boleh 
kembali kepada istrinya dalam bentuk rujuk, namun dapat mengawini 
bekas istrinya itu tanpa muhallil. Beda lainnya dari talak adalah bahwa 
fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang dimilliki suami dalam arti 
dapat dilakukan berulang kali tanpa memerlukan muhallil. Pada dasarnya 
fasakh itu dilakukan oleh hakim atas permintaan dari suami atau dari istri. 
Namun ada pula yang fasakh itu terjadi dengan sendirinya tanpa 
memerlukan hakim seperti antara istri ketahuan senasab atau 
sepersusuan.
79
 
Mengenai sebab-sebab pembatalan perkawinan (fasakh), beberapa 
hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasakh, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Karena ada balak (penyalit belang kulit) 
b. Karena gila. 
c. Karena penyakit kista. 
d. Karena ada penyakit menular. 
e. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang 
menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). 
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f. Karena „unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) 
sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah. 
Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut: 
a. Perkawinan yang dilakukan wali oleh laki-laki yang bukan jodohnya, 
umpamanya: bak dengan merdeka, orang pezina dengan orang yang 
terpelihara dan sebagainya. 
b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula 
memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela. 
c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi 
yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberika 
nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, ataupun maskawinnya 
belum dibayarkannya sebelum campur.
80
 
Dalam pelaksanaan fasakh, apabila terdapat hal-hal atau kondisi 
penyebab fasakh itu jelas, dan dibenarkan syara‟, maka untuk menetapkan 
fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa 
suami istri masih saudara kandung atau saudara sesusuan.
81
 Tetapi fasakh 
yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan oleh hal-
hal yang kurang jelas, seperti fasakh yang terjadi karena istri musyrik 
(bukan ahli kitab) menolak masuk Islam atau Agama Ahli Kitab, padahal 
suaminya telah masuk Islam, untuk meyakinkan apakah istri benar-benar 
menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan. Misalnya lagi 
perkawinan antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui 
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bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan 
orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya 
hal ini, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat 
sahnya akad nikah. 
Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri 
dengan alasan-alasan sebagai berikut:
82
 
a. Suami sakit gila 
b. Suami menderita sakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, 
seperti penyakit lepra. 
c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan 
hubungan kelamin karena impotent atau terpotong kemaluannya. 
d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah 
terhadap istri. 
e. Istri merasa tertipu, baik mnegenai nasab, keturunaan, kekayaan atau 
kedudukan suami. 
f. Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah 
masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama 
(misalnya empat tahun). 
Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak 
disuruh tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan 
bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu. 
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Didalam fikih Islam dikenal dua istilah yang berbeda kendati 
hukumnya sama nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry ada 
menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah 
satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila 
tidak terpenuhinya rukun-rukun. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah 
sama-sama tidak sah.
83
 
Dalam terminology undang-undang perkawinan nikah al-fasid dan 
nikah al-batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada 
pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum 
perkawinan berlangsung sedangakan pembatalan mengesankan 
perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. 
Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah 
perkawinan.
84
 
2. Pembatalan Perkawinan Perspektif Perundang-Undangan 
Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan perundang-
undangan di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembatalan 
perkawinan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembatalan berasal dari 
kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. 
                                                             
83
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Op.cit, hlm. 98  
 
84
 Ibid, hlm. 99 
 
 
59 
Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah 
dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah 
ada. Menurut Yahya Harahap pembatalan  perkawinan ialah tindakan 
pengadilan yanag berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang 
dilakukan itu dinyatakan tidak sah (No legal force or declared void). Dan 
sesuatu yang dinyatakan No legal force, maka keadaan itu dianggap tidak 
pernah ada.
85
 
Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 
mengenai pengertian pembatalan perkawinan secara jelas, begitu juga PP 
Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang 
tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai 
pengertian pembatalan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan 
menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan 
yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu 
perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. 
Adapun pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum 
adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak 
mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memebuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau undang-undang.
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Di dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas, 
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.
87
 Didalam penjelasannya kata 
“dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila 
mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak 
menentukan lain. 
Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, 
karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. 
Batal berarti nietig zonder krucht (tidak ada kekuatan) zoonder waarde 
(tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan 
absolut nietig adalah pembatalan mutlak. 
Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat 
difasidkan jadi relative nietig. Dengan demikian perkawinan dapat 
dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan 
karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.
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Selain itu, pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan 
bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang 
penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan 
tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun hukum Negara 
Indonesia.
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a. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan 
Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan 
pembatalan perkawinan di Indonesia, Pasal 26 dan 27 Undang-Undang 
Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:
90
 
a. Perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat 
perkawinan yang tidak berwenang. 
b. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. 
c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; 
d. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum; 
e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri 
suami atau istri. 
Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam , perkawinan 
dapat dibatalkan apabila:
91
 
Pasal 71 
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang); 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari 
suami lain; 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 
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e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 
yang tidak berhak; 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
b. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 
Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan 
perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
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a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri; 
b. Suami atau istri itu; 
c. Pejabat yang berwenang; 
d. Pejabat yang ditunjuk; 
e. Jaksa; 
f. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan; 
g. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara lansgung 
terhadap kelangsungan perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 
perkawinan itu putus. 
Adapun berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam 
menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 
adalah:
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah 
dari suami atau istri; 
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b. Suami atau istri; 
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 
menurut Undang-Undang; 
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 
67. 
c. Akibat Pembatalan Perkawinan 
Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dapat kita temui dalam 
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 yang bunyinya:
94
 
(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
berlangsungnya perkawinan. 
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: 
a. Anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
b. Suami atau istri yang bertindak dengan I‟tikad baik, kecuali 
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan lain yang 
lebih dulu. 
c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk a dan b 
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I‟tikad baik 
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
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Dalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu 
perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya”.95 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Adapun isi dari putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A 
No. 1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr. Mengenai pembatalan perkawinan antara 
Termohon 1 dan Termohon II, Hakim Memberikan Putusan Pada tanggal 
26 September 2017: Mengabulkan permohonan pemohon; Menyatakan 
batal perkawinan/pernikahan antara termohon I dengan termohon II daan 
Menetapkan batal perkawinan/ pernikahan antara termohon I dan 
termohon II. 
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam 
perkara No1100/Pdt.G/2017/PA/Pbr. Secara Yuridis, bahwa poligami 
tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan, sesuai dengan Intruksi 
Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Psal 71 (a). 
3. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam putusan hakim Pengadilan 
Agama Pekanbaru Klas 1 A No. 1835/Pdt.G/2018/PA. Pbr. Mengenai 
Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, sesuai 
dengan tujuan hukum Islam. karena Hukum Islam ada untuk menjaga 
eksistensi kemaslahatan Ummat Islam dalam beragama dan bernegara. 
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B. Saran  
1. Bagi yang bersangkutan Termohon dan laki-laki yang hendak menikah 
atau poligami agar memperhatikan syarat dan rukun pernikahan maupun 
syarat yang ditetapkan Pengadilan Agama untuk yang poligami. 
2. Teruntuk pihak KUA agar lebih memperhatikan lagi dokumen maupun 
identitas pihak yang akan menikah agar tidak terjadi lagi penipuan dalam 
identitas. 
3. Kepada para penuntut ilmu agar semakin mendalami ilmu agama, sebab 
ilmu terus berkembang dan diharapkan bisa hadir ditengah-tengah 
masyarakat 
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